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RINGKASAN 
 

Negara Republik Indonesia memiliki beberapa daerah kekuasaannya yaitu: 34 
provinsi, 93 kota, 415 kabupaten dan jumlah desa tercatat sebanyak 82.030. Dana 
Desa disalurkan oleh pemerintah negara Indonesia, terlebih khususnya di desa oro 
oro ombo, sudah menerima dana setiap waktu anggaran dan dikelola untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengidentifikasi faktor yang 
menunjang dan menghambat dalam proses menggunakan dananya. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif. Fokus penelitian yaitu: penggunaan Dana Desa. 
Teknik penentuan informan yaitu: purposive sampling. Informannya adalah 
Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan dan RT. Pengambilan/pengumpulan 
data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Untuk menguji data 
keabsahan   menggunakan triangulasi teknik. Penggunaan Dana Desa sudah baik 
yaitu: melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan dana 
sebesar Rp.507.750.789,00. Dana Desa sangat mendukung pada pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur jalan dan Dana Desa ditransfer dalam bentuk 
pertahap-tahap yang menghambat dalam menyelesaikan pembangunan 
infrastruktur jalannya. 
 
Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur Jalan, Penggunaan Dana Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia memiliki beberapa daerah yakni; 34 provinsi, 93 

kota, 415 kabupaten dan sementara jumlah desa tercatat 82.030 (Badan Pusat 

Statistik, 2016). Dalam mengurus daerah yang ada di negara Indonesia, 

pemerintah negara sudah menyerahkan kesempatan bagi pemerintahan 

kabupaten/daerah dalam mengurus wilayah daerahnya. Otonomi daerah adalah 

setiap pemerintah wilayah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten/kota, berhak 

mengatur daerahnya sendiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa Tahun 2014 Nomor 6, pada pasal 

1 ayat 1 telah dinyatakan, bahwa desa adalah satuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah dan berhak dalam mengurus kegiatan pemerintah, 

kebutuhan masyarakat berdasarkan usaha yang dilakukan untuk masyarakatnya, 

baik dalam hak untuk bertahan hidup dan hak menurut tradisi yang disahkan oleh 

pemerintah. Hal ini desa telah menerima hak dan tanggunjawabnya sebagai 

pelaksana dalam desa artinya, bahwa pemerintah desa tentunya menyadari dalam 

mengelola desa dan potensi yang ada di desa. 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) diserahkan kepada desa dan ditransfer melalui aplikasi yang ada di desa 

dan dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pemerintah negara Indonesia 
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menyerahkan sebagian diperuntukkan dalam satuan wilayah desa, ini harus 

dilakukan secara tidak terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

mengawasi kemampuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Hal itu dinyatakan pada pasal 2, bahwa dalam menggunakan 

Dana Desa digunakan secara tertib dan sesuai dengan penentuan hukum yang 

ditetapkan, bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, sehingga dapat memperoleh 

hasil yang baik dan bersikap terbuka dalam menggunakan dana, serta 

bertanggungjawab dalam melihat suatu pertimbangan dan kepatuhan terhadap 

peraturan yang berlaku selaras dengan kebutuhan masyarakat desa. 

Dalam keputusan pemerintah yang telah diserahkan dalam peraturan 

Kementerian Desa sesuai pada pasal 4 ayat 3 yang menyatakan, bahwa 

penggunaan Dana Desa berharap mendapatkan suatu manfaat dan hasil yang lebih 

baik untuk masyarakat desa serta dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

pelayanan dalam desa. Hal ini merupakan upaya yang tidak terlepas dari 

kewenangan desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan di 

dalam wilayah desa. 

Dalam membangun wilayah yang ada di negara itu sendiri, tentunya memiliki 

perspektif yang diharapkan dalam suatu perubahan untuk mencapai tujuan yang 

baik. Jadi, membangun adalah serangkaian upaya yang direncanakan untuk 

mewujudkan suatu perubahan dalam pertumbuhan suatu negara untuk menuju 

modernitas pada pendidikan bangsa (Nation-Building). Menurut Siagin dalam 

Jamaludin (2016:27). Hal ini dapat dilihat, bahwa fokus utama dalam 

menggunakan hak milik negara yang terus diperhatikan oleh setiap pemerintah 
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negara yaitu: untuk meningkatkan kehidupan yang layak dalam masyarakat dan 

menangani dinamika kemiskinan yang masih ada, serta memperhatikan setiap 

kebutuhan dalam wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam (Redaksi Surabayapost, Januari 2019).  Kepala desa oro oro ombo 

kecamatan batu, dinilai belum mampu gunakan dana ADD/DD yang jumlahnya 

miliaran rupiah secara maksimal, sebab sampai saat ini masih banyak fasilitas 

umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang tidak layak. Dalam penggunaan 

dana dari APBD dan APBN itu, masih kurang transparan dan menyebabkan 

infranstruktur seperti jalan umum yang kondisinya rusak parah di wilayah Desa 

Oro Oro Ombo, menyebabkan warga desa mengeluh terhadap kondisi jalan yang 

rusak. Padahal dalam ayat (6) menyatakan, bahwa pemerintah kabupaten/kota 

telah menyediakan tenaga pendamping yang profesional dalam menjalankan tugas 

dan tanggungjawabnya. Hal ini seharusnya sudah mengutamakan hal penting 

untuk menggunakan Dana Desa di Desa Oro Oro Ombo. Inilah yang menarik bagi 

peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul: Penggunaan Dana Desa Untuk 

Pembangunan Infrastruktur Jalan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan 

Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung terhadap penggunaan Dana Desa 

untuk pembangunan infrastruktur jalan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan 

Batu Kota Batu? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk dapat menyaksikan dan menganalisis penggunaan Dana Desa untuk 

pembangunan infrastruktur jalan Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu 

Kota Batu. 

2. Untuk mengindentifikasi faktor pendukung dan faktor yang menghambat 

terhadap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan 

Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Peneliti mengharapkan sumbangan wawasan pengetahuan dari bidang 

Administrasi Publik, khususnya dalam mengkaji penggunaan Dana Desa, 

serta sebagai bahan referensi atau rujukan untuk peneliti seterusnya. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti terhadap penelitian mengharapkan untuk menyerahkan kontribusi 

informasi yang sangat berharga bagi pemerintah desa oro oro ombo bersama 

masyarakat setempat dalam menggunakan Dana Desa untuk pembangunan 

infrastruktur jalan. 
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